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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  LATAR BELAKANG 

 

Saat ini, perbankan Islam telah berkembang pesat dan tumbuh tersebar di 

seluruh dunia, baik di negara Muslim maupun non-Muslim. Pemerintah bahkan 

sudah mewajibkan semua bank konvensional melakukan konversi menjadi 

bank Islam, dan kemudian secara bertahap melakukan Islamisasi perbankan. 

Sedangkan di beberapa negara lain seperti Malaysia, Inggris, Brunei 

Darussalam, Iran, Singapura, Indonesia, dan lain-lain, bank nir-bunga 

beroperasi berdampingan dengan bank konvensional (dual banking system). 

Perkembangan ini disertai juga dengan munculnya instrumen-instrumen 

keuangan berbasis syariah lain. Di Indonesia, bank syariah pertama didirikan 

pada tahun 1992. Pada awal pendiriannya, keberadaan bank syariah ini belum 

mendapat perhatian dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan 

hukumnya hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, dan 

belum ada rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang 

diperbolehkan. Hal ini tercermin dalam UU No.7 Tahun 1992, dimana 

pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil belum diuraikan secara jelas. 

Baru kemudian pada 18 Juni 2008, DPR mengesahkan Undang- Undang No.21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Muttaqiena, 2013).  
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Bank sebagai lembaga keuangan adalah bagian dari faktor penggerak 

kegiatan perekonomian. Kegiatan–kegiatan lembaga sebagai penyedia dan 

penyalur dana akan menentukan baik tidaknya perekonomian suatu negara. 

Dalam perkembangannya jasa perbankan telah mengalami kemajuan yang 

cukup pesat. Pesaing-pesaing baru telah memasuki pasar dengan berbagai 

tawaran produk yang beraneka ragam dan memiliki daya tarik tersendiri 

(Siamat, 2004). 

Upaya pemerintah menggiatkan gerak perkembangan sistem perbankan 

syariah sendiri di Indonesia dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-

Undang No.10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia sebagai amandemen dari Undang-Undang No.1992 tentang 

perbankan. Kedua UU tersebut yang  kemudian memberikan landasan hukum 

yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. UU No.10 Tahun 

1998 dengan tegas menyebutkan bahwa bank dapat melakukan kegiatan usaha 

secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah (Dual Banking 

System). Ketentuan tersebut didukung dengan UU No.23 Tahun 1999 yang 

mengatur tugas dan fungsi Bank Indonesia dalam mengakomodasi prinsip-

prinsip syariah. Pemberlakuan UU tersebut memberikan angin segar bagi 

perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia (Ghoufur, 2009). 

 Pertumbuhan dan perkembangan bank, baik bank konvensional maupun 

bank syariah bisa dilihat dari semakin banyaknya jaringan kantor, aset, 

banyaknya produk-produk yang ditawarkan, dan banyaknya Dana Pihak Ketiga 

(DPK) yang dihimpun dari masyarakat (Winda, 2009). Bank Umum Syariah 
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(BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Bank Umum Syariah merupakan badan usaha yang setara dengan 

bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, 

perusahaan daerah atau koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, 

BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa (Taswan, 2010). 

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum 

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah 

atau unit syariah. Secara struktur organisasi, UUS berada satu tingkat dibawah 

direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat berusaha 

sebagai bank devisa maupun bank non devisa. Sebagai unit kerja khusus UUS 

mempunyai tugas : (1) mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor 

cabang syariah; (2) melakukan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan 

penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah; (3) menyusun 

laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah; (4) 

melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah 

(Ghofur, 2009). 

Tabel 1.1. Bank dan Kantor Bank di Indonesia Tahun 2010-2014 

Rincian 2010 2011 2012 2013 2014 

Bank Umum Syariah      

Jumlah Bank 11 11 11 11 12 

Jumlah Kantor Bank 1215 1390 1734 1987 2151 

Unit Usaha Syariah      

Jumlah Bank 23 24 24 23 22 

Jumlah Kantor Bank 262 336 517 590 320 
Sumber : Bank Indonesia (2010-2014) 
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Melihat Tabel 1.1 menujukkan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) mengalami 

peningkatan perkembangan yang positif dan meningkat pada akhir tahun 2014. 

Perkembangan Jumlah Bank Umum Syariah dan Jumlah Kantor Bank Umum 

Syariah mengalami peningkatan pada tahun 2010 hingga tahun 2014. Pada tahun 

2010 perkembangan jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 11 unit dan jumlah 

kantor Bank umum Syariah sebanyak 1215 unit. Kemudian pada tahun 2011 

perkembangan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) masih konsisten seperti tahun 

2010 yaitu sebanyak 11 unit akan tetapi berbeda dengan jumlah kantor Bank 

Umum Syariah (BUS) meningkat sebanyak 1390 unit. Sedangkan pada tahun 

2012 perkembangan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) masih terbilang konstan 

seperti tahun 2010 dan 2011 yaitu sebanyak 11 unit, namun jumlah Kantor Bank 

Umum Syariah (BUS) terus menerus sebanyak 1734 unit. Perkembangan jumlah 

Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2013 masih di katakan seperti tahun 2010 

hingga tahun 2012 sebanyak 11 unit dan beda halnya dengan jumlah kantor Bank 

umum Syariah (BUS) terus meningkat sebanyak 1987 unit. Pada tahun 2014 

jumlah Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan sebanyak 12 unit dan 

diikuti dengan jumlah kantor Bank Umum Syariah (BUS) terus meningkat pesat 

sebanyak 2151 unit. Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami perkembangan yang 

positif dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Perkembangan jumlah Unit Usaha 

Syariah meningkat pada tahun 2010 hingga tahun 2012 dan jumlah kantor Unit 

Usaha Syariah meningkat pada tahuun 2010 hingga tahun 2013. Pada tahun 2010 

perkembangan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 23 unit dan jumlah 

kantor Unit usaha syariah sebanyak 262 unit. Kemudian pada tahun 2011 
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perkembangan jumlah Unit usaha Syariah (UUS) meningkat yaitu sebanyak 24 

unit dan jumlah kantor Unit Usaha Syariah (UUS) meningkat sebanyak 336 unit. 

Sedangkan pada tahun 2012 perkembangan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) 

masih terbilang konstan seperti tahun 2011 yaitu sebanyak 24 unit, namun jumlah 

kantor Unit Usaha Syariah (UUS) terus meningkat sebanyak 517 unit. 

Perkembangan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2013 cenderung 

menurun sebanyak 23 unit dan beda halnya dengan jumlah kantor Unit Usaha 

Syariah (UUS) terus meningkat sebanyak 590 unit. Pada tahun 2014 jumlah Unit 

Usaha Syariah (UUS) kembali menurun sebanyak 22 unit dan diikuti dengan 

jumlah kantor Unit Usaha Syariah (UUS) menurun sebanyak 320 unit. 

Bank syariah sebagai salah satu lembaga perantara (intermediary 

institution) memilki fungsi yang stategis yaitu menghimpun dana dari unit-unit 

ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus unit) dengan unit-unit yang 

lain yang mengalami kekurangan dana (deficit unit) Kegiatan bank 

mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan funding. Sementara kegiatan 

menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan 

financing atau lending (Sudarsono, 2003). 

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

kemampuannya menghimpun dana masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, maka 

dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank 

tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi 

sama sekali (Danupranata, 2013). Dana atau uang tunai yang dimiliki oleh bank 

tidak hanya berasal dari modal pemilik bank itu sendiri maupun pinjaman dari 
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pihak lain sepeti pinjaman antar bank, akan tetapi juga berasal dari simpanan 

masyarakat atau dikenal dengan DPK yang bisa berupa tabungan, giro, dan 

deposito. Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik 

perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan 

berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat 

merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi 

bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam 

masyarakat. Dana masyarakat tersebut dihimpun oleh bank dengan produk-produk 

simpanan yaitu giro, deposito, dan tabungan (Kuncoro, 2002). 

Tabel 1.2. Dana Pihak Ketiga di Indonesia Tahun 2010-2014 (Miliar rupiah) 

Tahun Total DPK 

2010 76036 

2011 115415 

2012 147512 

2013 183534 

2014 217858 
         Sumber : Bank Indonesia (2010-2014) 

      Berdasarkan Tabel 1.2 kita mengetahui bahwa pertumbuhan total Dana 

Pihak Ketiga (DPK) menurut jenis dana di Indonesia mengalami peningkatan 

yang pesat dari tahun 2010 hingga 2014. Pada tahun 2010 pertumbuhan 

penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 76036 Miliar Rupiah. 

Sedangkan pada tahun 2012 terus mengalami peningkatan pertumbuhan 

penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebsar 147512 Miliar Rupiah. 

Pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2013 

hingga 2014 terus mengalami peningkatan yang pesat yakni sebesar 183534 

Miliar Rupiah pada tahun 2013 dan 217858 Miliar Rupiah pada tahun 2014. 
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     Insukindro (1995) memberikan definisi mengenai inflasi yaitu kecenderungan 

kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Sedangkan indikator 

harga yang sering digunakan sebagai acuan oleh pelaku ekonomi dalam 

melakukan keputusan ekonominya adalah Indeks Harga Konsumen (Pohan, 

2008). Inflasi bunkan hanya menunjukkan pada harga-harga konsumen, 

melainkan pada harga-harga lain (harga pedagang pasar, upah, harga, aset dan 

sebagainya. Biasanya diekspresikan sebagai persentase perubahan harga 

indeks. Tingkat harga yang melambung tinggi sampai 100 persen atau lebih 

dalam setahun (hiperinflasi), menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat 

terhadap mata uang, sehingga masyarakat cenderung menyimpan aktiva 

mereka dalam bentuk lain seperti emas yang biasanya nilainya di masa-masa 

inflasi (Huda., 2008). 

   Tabel 1.3. Indeks Harga Konsumen di Indonesia Tahun 2011-2014 (Persen) 

Tahun IHK 

2011 127,45 

2012 132,90 

2013 142,18 

2014 113,22 
           Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) (2011-2014) 

      Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa perkembangan laju Inflasi 

berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami peningkatan yang 

pesat dari tahun 2011 hingga 2013, namun pada tahun 2014 kembali 

mengalami deflasi. Pada tahun 2011 perkembangan laju Inflasi berdasarkan 

Indek Harga Konsumen (IHK) sebesar 127,45 persen. Kemudia pada tahun 

2012 perkembangan laju inflasi berdasarkan Indeks Harga konsumen (IHK) 

terus mengalami peningkatan sebesar 142,18 persen. Hingga pada tahun 2014 
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perkembangan lajun inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) 

menurun sebesar 113,22 persen.  

Di bidang moneter, laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali  dapat 

mengganggu upaya perbankan dalam pengerahan dana  masyarakat. Fenomena 

yang seperti itu akan mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung sehingga 

pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun 

(Pohan, 2008). Adapun dampak buruk bagi debitur atau yang meminjam uang 

kepada bank, inflasi ini justru menguntungkan karena pada saat pembayaran 

utang kepada kreditur nilai uang lebih rendah dibandinkan pada saat 

meminjam, tetapi sebaliknya bagi kreditur atau pihak yang meminjam uang 

akan mengalami kerugian karena nilai uang pengemblian lebih rendah 

dibandingkan pada saat peminjaman ( Huda dkk., 2008). 

Menurut ilmu ekonomi modern, terdapat dua jenis inflasi yang berbeda 

satu sama lain yaitu inflasi karena dorongan biaya dan inflasi karena 

meningkatnya permintaan. Dalam hal ini inflasi karena meningkatnya 

permintaan yang tinggi merangsang pertumbuhan produk domestik bruto 

(Huda dkk., 2008). 

Tabel 1.4. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2011-2014 (persen) 

Tahun PDB 

2011 6,17 

2012 6,03 

2013 5,58 

2014 5,02 
     Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2011-2014 
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Tabel 1.4 menunjukkan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 

di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2014 mengalami penurunan. Pada tahun 

2011 perkembangan laju pertumbuhan Produk Domestik bruto (PDB) sebesar 

6,17 persen. Kemudian pada tahun 2012 perkembangan laju pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB) terjadi penurunan sebesar 6,03 persen. Lalu pada tahun 

2013 perkembangan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kembali 

menurun sebesar 5,58 persen. Hingga pada tahun 2014 perkembangan laju 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun sebesar 5,02 persen. 

Dinamika pendapatan nasional dalam suatu negara merupakan bagian 

dalam pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi sebagai 

suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu prekonomian 

dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan 

dinyatakan dalam persentase perubahan pendapatan nasional. Pendapatan nasional 

nilai barang dan jasa yang di produksikan dalam suatu negara pada suatu tahun 

tertentu dan secara konseptual nilai tersebut dinamakan Produk Domestik Bruto 

(PDB) secara statistik menunjukkan pendapatan nasional dari sembilan sektor. 

Perubahan pendapatan sektor-sektor tersebut mempengaruhi masyarakat,baik 

perseorangan maupun koperasi, sehingga selanjutnya akan mempengaruhi besaran 

investasi dan tabungan masyarakat. Pengaruh ini secara teoritis seharusnya 

merupakan pengaruh positif, tetapi penilaian yang di lakukan oleh Rachmawati 

(2004) menunjukkan bahwa PDB berpengaruh negatif dalam jangka pendek 

terhadap DPK Perbankan Syariah. 
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Kemorosotan ekonomi nasional saat ini diawali oleh merosotnya nilai 

tukar rupiah terhadap mata uang lainnya seperti dolar AS. Dengan sistem nilai 

tukar saat ini, gejolak nilai tukar tersebut tetap merupakan variabel yang 

menentukan perkembangan ekonomi kita (Hamid, 1999).  

Tabel 1.5. Kurs Terhadap Dolar Amerika Tahun 2011-2014 (Rupiah) 

Tahun Kurs 

2010 8991 

2011 9068 

2012 9670 

2013 12189 

2014 12440 
              Sumber : Bank Indonesia, 2010-2014 

Pada Tabel 1.5 menunjukkan bahwa perkembangan nilai tukar rupiah 

terhadap dolar Amerika Serikat dari tahun 2010 hingga 2014 melemah drastis. 

Pada tahun 2010 perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat 

sebanyak Rp8991. Kemudian pada pada tahun 2011 perkembangan nilai tukar 

rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebanyak Rp9068. Lalu pada tahun 2012 

perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus naik 

sebanyak Rp9670. Sedangkan pada tahun 2013 perkembangan nilai tukar rupiah 

terhadap dolar Amerika Serikat terus naik sebanyak Rp12189. Perkembangan 

nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga pada tahun 2014 terus 

naik sebanyak Rp12440. 

Permintaan dolar Amerika semakin menekan mata uang domestik 

sehingga terdepresiasi semakin dalam. Penduduk dalam negeri juga mulai 

kehilangan kepercayaan sehingga mengakibatkan pelarian modal dalam negeri 
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dan mengganti nama uang yang dipegang dari mata uang domestik menjadi mata 

asing (Kuncoro, 2002). 

Penelitian yang membahas tentang PDB, Inflasi, Suku Bunga Deposito 1 

Bulan, Nilai tukar Rupiah telah dilakukan oleh Muttaqiena (2013) yang dilakukan 

dalam kurun waktu selama 5 tahun yaitu pada tahun 2008-2012. Adapun hasil dari 

penelitian tersebut adalah PDB, Inflasi IHK, Suku Bunga Deposito 1 Bulan Bank 

Umum dan Nilai Tukar Rupiah berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak 

Ketiga (DPK). Triadi (2010) telah menemukan bahwa Inflasi, Kurs, Suku bunga 

SBI berpengaruh signifikan terhadap Dana Pihak ketiga Bank Umum dan Dana 

pihak ketiga Bank Syariah. Perbedaan variabel dalam penelitian ini dengan 

variabel sebelumnya yaitu Tingkat bunga dan Suku bunga SBI. Sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan variabel PDB, Kurs, IHK terhadap Dana pihak ketiga 

Perbankan Syariah di Indonesia. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu di teliti bagaimana pengaruh 

Variabel-variabel makroekonomi, khususnya Inflasi berdasarkan Indeks Harga 

Konsumen, PDB dan Nilai tukar Rupiah terhadap penghimpunan Dana pihak 

ketiga (DPK) Perbankan syariah, agar diketahui kemampuan pertumbuhan 

Perbankan syariah di tengah-tengah perubahan-perubahan makroekonomi di 

Indonesia. Oleh karena itu penulis mengambil judul : “ Pengaruh Variabel-

Variabel Makro Ekonomi terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan 

Syariah di Indonesia.” 
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B.  BATASAN MASALAH 

Adapun sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Perkembangan Bank Umum Syariah 

(BUS) mengalami perkembangan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dari 

tahun 2010 hingga 2013 berkembang positif dan meningkat pada tahun 2014. 

Sedangkan pada jumlah kantor Bank Umum Syariah (BUS) dari tahun 2010 

hingga 2014 mengalami peningkatan yang pesat. Perkembangan Unit Usaha 

Syariah (UUS) mengalami perkembangan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) 

dari tahun 2010 hingga 2011 meningkat dan berkembang positif pada tahun 

2011 hingga 2014. Sedangkan pada jumlah kantor Unit Usaha Syariah (UUS) 

dari tahun 2010 hingga 2013 meningkat pesat namun cenderung menurun pada 

tahun 2014. Mengingat terlalu luasnya uraian yang telah di paparkan 

sebelumnya, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian dengan 

memfokuskan pada : 

1) Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pengaruh PDB, IHK, Nilai 

Tukar Rupiah terhadap Dana Pihak Ketiga dalam Jangka Pendek dan 

Jangka Panjang  Perbankan Syariah di Indonesia. 

2) Pengamatan selama empat tahun yaitu 2011-2014 dalam periode bulanan. 
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C.  RUMUSAN MASALAH  

Agara penelitian ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka 

perlu adanya suatu perumusan yang jelas dan terarah. Adapun rumusan 

masalah yang ingin peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah :  

1) Bagaimana pengaruh Indeks Harga konsumen terhadap jumlah 

Dana Pihak ketiga (DPK) dalam jangka panjang dan jangka pendek 

Perbankan Syariah di Indonesia. 

2) Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap 

jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam jangka panjang dan 

jangka pendek Perbankan Syariah di Indonesia. 

3) Bagaimana pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap jumlah Dana 

Pihak ketiga (DPK) dalam jangka panjang dan jangka pendek 

Perbankan Syariah di Indonesia.  

4) Bagaimana pengaruh IHK, Produk Domestik Bruto (PDB) dan 

Nilai Tukar Rupiah terhadap jumlah Dana pihak Ketiga (DPK) 

dalam jangka panjang dan jangka pendek Perbankan Syariah di 

Indonesia. 
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D. TUJUAN MASALAH  

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah 

dikemukakan di atas, tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan 

penelitian adalah :  

1) Untuk menganalisis pengaruh Indeks Harga konsumen (IHK) 

terhadap jumlah Dana Pihak ketiga (DPK) dalam jangka panjang 

dan jangka pendek Perbankan Syariah di Indonesia. 

2) Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) 

terhadap jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam jangka panjang 

dan jangka  pendek Perbankan Syariah di Indonesia  

3) Untuk menganalisis pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap jumlah 

Dana Pihak  Ketiga (DPK) dalam jangka panjang dan jangka 

pendek Perbankan Syariah di Indonesia. 

4) Untuk menganalisis pengaruh Indeks Harga konsumen (IHK), 

Produk Domestik Bruto (PDB), Nilai Tukar Rupiah terhadap 

jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam jangka panjang dan 

jangka pendek  Perbankan Syariah di Indonesia.  
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E. MANFAAT PENELITIAN  

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang di kemukakan di 

atas, maka manfaat yang hendak dicapai  sehubungan dengan penelitian 

adalah :  

Manfaat dari penelitian ini adalah :  

1) Manfaat Akademis 

 Penelitian ini merupakan proses pembelajaran yang 

memberi wawasan serta pengalaman sehingga peneliti dapat 

mengembangkan ilmu yang di dapat pada masa kuliah dan bisa  

mengetahui antara teori dengan praktek dilapangan. 

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dengan mengenai pengaruh variabel-variabel makro ekonomi 

terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam jangka 

pendek Perbankan Syariah, sehingga dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan di sektor perbankan. 
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